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AKTA PENDIRIAN
P
ERUSAHAAN PERSEROAN

(PERSERO) PT PRODUKSI

, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
r dengan dihadiri oleh para saksi yang

r Notaris kenal dan yang nama-

| "Tuan YOHANES BABTISTA PRIYATMO HADI, lahir
di Boyolali, pada tanggal 16-01-1972 (enam

‘ belas Januari seribu sembilan ratus tujuh

puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai

Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
' Vila Kalisari Blok D Nomor 17, Rukun ---

Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan

Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
|

| Nomor: 3276021601720001, Warga Negara

Indoneslia ;————=————=———— e _

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

| dalam jabatannya sepertl tersebut di atas
selaku kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik

| Negara Republik Indonesia Dberdasarkan Surat
|

| Kuasa, tanggal 25-09-2023 (dua puluh lima
September dua ribu dua puluh tiga) Nomor: SKU-

131/MBU/09/2023, yang aslinya ikut dijahitkan

pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu

———— _

l
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bertindak - untuk dan atas nama serta sah
mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia selaku demikian mewakili
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai
Pendiri PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERO) BT
PRODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGEKAT PT
PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERQ) sesuail dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua puluh
tiga (10-08-2023) Tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) PRODUKST
FILM NEGARA Menjadli Perusahaan Perseroan
(Persero) (untuk selanjutnya disebut PP
42 /2023 7)) cmmm e e e
Penghadap telah saya, Notaris, kenal.--—————--
Penghadap bertindak dalam kedudukannya
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:-
- Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan ----
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia tanggal dua puluh satu Maret dua
ribu dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor: SE-
59/MBU/03/2023 Tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSTI
FILM NEGARA Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dan PP 42/2023 tersebut, maka
didirikanlah PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PRODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGKAT PT
PRODUKSI FILM NEGARA  (PERSERO) yang
merupakan Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI FILM NEGARA

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);----

- Bahwa pendirian PERUSAHAAN PERSEROAN ------
(PERSERO) PT PRODUKSI FILM NEGARA vyang

merupakan Perubahan Bentuk Badan Hukum
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Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI FILM NEGARA
mengakibatkan:--—-—-—-—-——-————————————————————

a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban ----

Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI FILM --—-
NEGARA menjadi kekayaan, hak dan --
kewajiban PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PRODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGEKAT PT
PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO) ; —-———-——--

b. seluruh hubungan kerja antara pekerja --
Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI FILM
NEGARA dengan Perusahaan Umum (Perum)
PRODUKSI FILM NEGARA menjadi hubungan
kerja antara pekerja PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSEROQO) BT PRODUKSI FILM NEGARA
(PERSERO) ATAU DISINGKAT PT PRODUKSI FILM
NEGARA (PERSEROQO) dengan PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSEROQ) PT PRODUKSI FILM
NEGARA ATAU DISINGKAT PT PRODUKSI FILM
NEGARA (PERSERQ) ;-——-—-—=-—————————————————

c. Hak dan kewajiban antara Perusahaan Umum
(Perum) PRODUKSI FILM NEGARA dengan
pekerja Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI
FILM NEGARA yang menyangkut norma dan
syarat kerja, upah dan penghasilan lain,
pesangon dan/atau penghargaan atas
pengabdian serta manfaat pensiun beralih
menjadi hak dan kewajiban antara
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)--—-—-—-————-—-
PT PRODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGEKAT -
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERQO) dan
pekerja PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) --
PT PRCODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGKAT -
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO); —-———-

d. seluruh peraturan Perusahaan Umum (Perum)
PRODUKSI FILM NEGARA menjadli peraturan
PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERO) --——-——————-
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PT PRODUKSI FILM NEGARA ATAU DISINGEKAT PT
PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO) sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang----—-—-

berlaku;- - ————— ="~~~ —(—(—(—~—(—(————————

e. seluruh perjanjian antara Perusahaan Umum
(Perum) PRODUKSI FILM NEGARA dengan pihak
ketiga menjadi perjanjian PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSEROQO) PT PRODUKSI FILM
NEGARA ATAU DISINGEKAT PT PRODUKSI FILM
NEGARA (PERSERQO) dengan pihak ketiga;---

- Bahwa dalam rangka penetapan modal disetor

Negara Republik Indonesia pada PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PRODUKSI FILM NEGARA
INDONESIA (PERSERQO) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 PP 42/2023, maka telah dilakukan audit
oleh Kantor Akuntan Publik Henrawinata Hanny
Erwin & Sumargo dan Rekan yang telah ditunjuk
oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui
Surat Nomor: S-33/MBU/01/2023, tanggal dua puluh
Januari dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023,
terhadap Neraca Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI
FILM NEGARA per tanggal tiga puluh satu Desember
duva ribu dua puluh dua (31-12-2022), vyang
dilanjutkan dengan pernyataan dari Menteri Badan
Usaha Milik Negara yang menyatakan modal disetor
Negara Republik Indonesia untuk  pendirian
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRCDUKSI FILM
NEGARA adalah sebesar kekayaan Negara vyang
dipisahkan yang tercatat dalam Neraca Penutup
Perusahaan Umum (Perum) PRODUKSI FILM NEGARA,
yaitu sebesar Rp.54.903.777.061,- (lima puluh
empat miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah),
sebagaimana dinyatakan oleh Akuntan Publik

Henrawinata Hanny Erwin & Sumargo dan Rekan
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dengan Surat Nomor: 00219/2.1127/AU0.1/10/0797-
3/1/Vv1/2023, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu
dua puluh tiga (21-06-2023), dan penetapan
Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Surat
Nomor: S-499/MBU/10/2023, tanggal empat oktober
dua zTaibu dea pulul ‘taga (04=10~2023) ===
- Bahwa dalam hal ini pemilik manfaat dari -----
PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERQO) PT PRODUKSI FILM
NEGARA ATAU DISINGKAT PT PRODUKSI FIIM ———————-—
INDONESIA (PERSERQO) adalah Negara Republik -----
Indonesia yang diwakili oleh Direksi -PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PRODUKSI FILM NEGARA ATAU
DISINGKAT PT PRODUKSI FILM INDONESIA (PERSERO),
yang merupakan personifikasi vyang mewakili
kepentingan dari Negara sebagail pemilik manfaat.-
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,

maka dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, maka didirikan suatu PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSEROQO) PT PRODUKSI FILM NEGARA
(PERSEROQO) ATAU DISINGEKAT EE PRODUKSI FILM
INDONESIA (PERSERO) berdasarkan undang-undang
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan
Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian
ini; (untuk selanjutnya disebut dengan “Anggaran
Dasar”) sebagal Dberilkul pm =i e i o o -

-------------------- PASAL 1 ----———————————————

1. Perseroan Terbatas ini bernama —------
Perusahaan Perseroan (Perserg) -—--—-——————-—-—
PT PRODUKSI FILM NEGARA atau disingkat ------
PT PRODUKSI FILM NEGARA (Persero) selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
"Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat

A4 TAkaPER: TAMRED s e
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2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan

DEwars KoM SaT T B s i i i i s 5o p S i

--------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —------

-Persero didirikan untuk jangka waktu yang tidak

CaE A s s e v e e e S G S L R

—-—-—--- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk -
melaksanakan kegiatan dan usaha perfilman dan
konten serta optimalisasi pemanfaatan sumber
daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan

prinsip tata kelola perusahaan yang baik.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha utama sebagal berikut:-————————im——naww=
2.1 penyelenggaraan kegiatan perfilman dan

konten, antara lain;--—-—-————=——=—="="="="="="———-————~—~

AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup usaha
pendistribusian film, video tape, DVD dan
produksi sejenis untuk bioskop gambar
bergerak atau film layar lebar, jaringan
dan stasiun televisi dan penyelenggara
pameran yang dikelola oleh pemerintah
atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan
perolehan hak distribusi gambar
bergerak, film, video tape dan DVD.-----
AKTIVITAS PEMUTARAN FILM (59140);------ =
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Kelompok ini mencakup usaha ---————-----
penyelenggara pemutaran film atau - --———-
video tape di bioskop, di ruang terbuka
atau di tempat pemutaran film lainnya dan
kegiatan kelab cinema vyang dikelola baik
oleh pemerintah maupun swasta.--———————-
AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
(59111) ; ----------mmmmm e
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan
produksi gambar bergerak, film, video,
animasi, program televisi atau 1iklan
bergerak televisi vyang dikelola oleh
pemerintah atas dasar balas jasa Jjuga
usaha pembuatan film untuk televisi dan
jasa pengiriman film dan agen pembukuan
film. Kelompok ini tidak mecakup
aktivitas duplikasi film dan reproduksi
audio/video dari master copies (18202)
dan animasi pascaproduksi (5912).-------
AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

Kelompok 1ni1i mencakup kegiata usaha
pascaproduksi, seperti editing, cutting,
dubbing, titling dan credit film, closed
captioning, pembuatan grafis komputer,
animasi dan special effects dan transfer
film atau tape termasuk kegiatan studio
perfilman dan studio khusus film animasi
yang melakukan pengembangan dan
pemrosesan film dan reproduksi film untuk
distribusi ke bioskop serta kegiatan
dokumentasi potongan film atau gambar
bergerak vyang dikelola oleh pemerintah

atas dasar balas jasa.---—-————-—————————-
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AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, ---
PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK (74141) ;-
Kelompok ini mencakup kegiatan
perencanaan konten kreatif khusus film,
video, program tv, animasi dan komik
antara lain: desain <cerita; desailn
ketokohan dan pemilihan peran; desain
artistik dan visual; <desain teknis
paduksi; dan kebutuhan penunjang
lainya. Kegiatan pembuatan komik masuk
dalam kelompok 90023.--—————--------—-———
AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME (74142) ;---
Kelompok e b gl & mencakup kegiatan
perencanaan konten kreatif game antara
lain: desain logika mekanik permainan;
desain cerita; desain artistic seperti
desain vwvisual karakter, desaln user
interface, desain level dan lain-lain;
desain teknis terkait teknologi vyang
digunakan; pembuatan dokumen desain;
riset dan pengembangan; dan aktivitas
penunjang lainnya. Kegiatan produksi
alat permainan masuk dalam kelompok 32401
dan pengembangan video game 62011.------
AKTIVITAS DESAIN EKONTEN EKREATIF LAINYA
(74149) ; - —————mmmm e m e c e c e — e ————
Kelompok ini mencakup kegiatan
perencanaan konten kreatif lainya vyang
belum masuk dalam kelompok 74141- 74142;
AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME

Kelompok ini mencakup kegiatan
pengembangan video game, seperi kegiatan
desain konsep game, pengembangan piranti
lunak video game, pembuatan aset grafis,

pembuatan animasi yang berkaitan dengan
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video game, pembuatan suara dan musik,
pengujian video game, dan dukungan
laipnyva untuk video game ;——————mmrmemmee—e

62013 AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI
RONTEN MEDIA IMERSIF;—-————— === =
Kelompok 1ni mencakup konsultasi dan
produksi yang berkaitan dengan analisis,
desain dan pemrograman dari sistem media
imersif seperti VR (Virtual Reality) /AR
(Augmented Reality) /MR (Mixed Reality).
Kegiatan a3 s biasanya menyangkut
analisis kebutuhan pengguna sistem media
imersif dan permasalahannya termasuk
pula penulisan program sesual kebutuhan
pengguna media 1imersif. Pembuatan 3D
visual dan video 360 serta modifikasinya

khusus untuk media imersif;----——————-—-—-—-

2.2 penyelenggaraan usaha perfilman dan ------

konten, antara lain;-----—-—-—-——-=—=—=—=—————————
AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH

Kelompok ini mencakup usaha --—-————-—-—----—-
pendistribusian film, video tape, DVD dan
produksi sejenis untuk bioskop gambar
bergerak atau film layar lebar, jaringan
dan stasiun televisi dan penyelenggara
pameran vyang dikelola oleh pemerintah
atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan
perolehan hak distribusi gambar
bergerak, film, video tape dan DVD.-----
AKTIVITAS PEMUTARAN FILM (59140);------ =
Kelompok ini mencakup usaha —=——==m=m—=—=—
penyelenggara pemutaran film atau video
tape di bioskop, di ruang terbuka atau di

tempat pemutaran film lainnya dan
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kegiatan kelab cinema yang dikelola ----
baik oleh pemerintah maupun swasta.--—-—--
AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN -----
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH -------
(BB1TL) : = s e s =
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan
produksi gambar bergerak, film, video,
animasi, program televisi atau 1iklan
bergerak televisi vyang dikelola oleh
pemerintah atas dasar balas jasa Jjuga
usaha pembuatan film untuk televisi dan
jasa pengiriman film dan agen pembukuan
film. Kelompok ini tidak mecakup
aktivitas duplikasi film dan reproduksi
audio/video dari master copies (18202)
dan animasi pascaproduksi (5912) .-------
AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN
PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH -------

Kelompok 1ni mencakup kegiata wusaha
pascaproduksi, seperti editing, cutting,
dubbing, titling dan credit film, closed
captioning, pembuatan grafis komputer,
animasl dan special effects dan transfer
film atau tape termasuk kegiatan studio
perfilman dan studio khusus film animasi
yang melakukan pengembangan dan
pemrosesan film dan reproduksi film untuk
distribusi ke bioskop serta kegiatan
dokumentasi potongan film atau gambar
bergerak vyang dikelola oleh pemerintah
dtds dagsar baldas Sagd.s-——-——sssanono o
AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO,
PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK (74141) ;-
Kelompok ini mencakup kegiatan

perencanaan konten kreatif khusus £film,
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video, program tv, animasi dan komik
antara lain: desain cerita; desain
ketokohan dan pemilihan peran; desain
artistik dan visual; desain teknis
produksi; dan kebutuhan penunjang
lainya. Kegiatan pembuatan komik masuk
dalam kelampok 90023 .=c———-———=eeoonia e
AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME (74142) ;---
Kelompok ini mencakup kegiatan
perencanaan konten kreatif game antara
lain: desain logika mekanik permainan;
desain cerita; desain artistic seperti
desain visual karakter, desaln user
interface, desain level dan lain-lain;
desain teknis terkait teknologi vyang
digunakan; pembuatan dokumen desain;
riset dan pengembangan; dan aktivitas
penunjang lainnya. Kegiatan produksi
alat permainan masuk dalam kelompok 32401
dan pengembangan video game 62011.----——-
AKTIVITAS DESAIN EKONTEN EKREATIF LAINYA
(74149) ; ——————rcmmcrdnccccc e —- -
Kelompok s Bl 8 mencakup kegiatan
perencanaan konten kreatif lainya yang
belum masuk dalam kelompok 74141- 74142;
AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME

Kelompok ini mencakup kegiatan
pengembangan video game, seperili kegiatan
desain konsep game, pengembangan piranti
lunak video game, pembuatan aset grafis,
pembuatan animasi yang berkaitan dengan
video game, pembuatan suara dan musik,
pengujian video game, dan dukungan
lajinriva untuk video game . ———smrssmemm———

62013 AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI
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RONTEN MEDIA IMERSIEF: —————————=oem—ee———
Kelompok 1ini mencakup konsultasi dan
produksi yang berkaitan dengan analisis,
desain dan pemrograman dari sistem media
imersif seperti VR (Virtual Reality) /AR
(Augmented Reality) /MR (Mixed Reality).
Kegiatan ini biasanya menyangkut
analisis kebutuhan pengguna sistem media
imersif dan permasalahannya  termasuk
pula penulisan program sesual kebutuhan
pengguna media 1mersif. Pembuatan 3D
visual dan video 360 serta modifikasinya

khusus untuk media imersif;----—-—————-——-—-

investasi langsung atau tidak langsung untuk
kegiatan dan usaha perfilman dan konten;---
penyelenggaraan kegiatan penjualan dan

penyewaan hak kekayaan intelektual, antara

SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan
memperbolehkan pihak lain menggunakan
aset non finansial di mana pembayaran
royalti atau balas jasa lisensi yang
dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset
tersebut dapat berbagai macam bentuk,
seperti izin reproduksi, digunakan dalam
proses atau produksi berikut,
pengoperasian bisnis di bawah sistem
waralaba dan lain-lain. Pemilik
intelektual properti dapat sekaligus
pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang
dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa
hak opsi (operational leasing)

intelektual properti yang tak berwujud
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(bukan karya/hak cipta seperti buku atau
piranti lunak) dan penerimaan royalti
atau balas jasa lisensi untuk penggunaan,
sepertli entitas yang dipatenkan, trade
mark dan service mark, brand name, hak
eksplorasi barang tambang/mineral,
perjanijian franchise/waralaba dan
intelektual properti vyang tak berwujud
lainnya.—-————=-——="—"="=—"—"—"—"—"—"——"—"———————————

pelayanan jasa yang menunjang pembuatan
film dan konten, periklanan serta
melakukan sertifikasi profesi insan
perfilman, antara lain; —————w—esmesmiemi—
AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI
KONTEN MEDIA IMERSIF (6201 3) ;==
Kelompok 1ini mencakup konsultasi dan
produksi yang berkaitan dengan analisis,
desain dan pemrograman dari sistem media
imersif seperti VR (Virtual Reality) /AR
(Augmented Reality) /MR (Mixed Reality).
Kegiatan At u g biasanya menyangkut
analisis kebutuhan pengguna sistem media
imersif dan permasalahannya termasuk
pula penulisan program sesual kebutuhan
pengguna media 1mersif. Pembuatan 3D
visual dan video 360 serta modifikasinya
khusus untuk media imersif. --

PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
TANPA TUJUAN KOMERSIAL k03 12L) ; ==
Kelompok 1n1 mencakup pengoperasian
situs web tanpa tujuan komersial yang
menggunakan mesin pencari untuk
menghasilkan dan memelihara basis data
(database) besar dari alamat dan 1isi
internet dalam format yang mudah dicari;

pengoperasian situs web yang bertindak
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sebagail portal ke internet, seperti situs
media yang menyediakan isi yang
diperbarui secara berkala tanpa tujuan
komersial; pengoperasian platform
digital dan/atau situs/portal web vyang
melakukan transaksi elektronik berupa
kegiatan usaha fagilitaas dan/atau
mediasi pemindahan kepemilikan barang
dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya
melalui internet dan/atau perangkat
elektronik dan/atau cara dengan sistem
elektronik lainnya tanpa tujuan
KOTRSTE R ] i o e O B S B

PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL (63122) ;-------
Kelompok 1ini mencakup pengoperasian
situs web dengan tujuan komersial yang
menggunakan mesin pencari untuk
menghasilkan dan memelihara basis data
(database) besar dari alamat dan isi
internet dalam format yang mudah dicari;
pengoperasian situs web yang bertindak
sebagail portal ke internet, seperti situs
media yang menyediakan 181 yang
diperbarui secara berkala, baik secara
langsung ataupun tidak langsung dengan
tujuan komersial; pengoperasian platform
digital dan/atau situs/portal web yang
melakukan transaksi elektronik berupa
kegiatan usaha fasilitasi dan/atau
mediasi pemindahan kepemilikan barang
dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya
melalui internet dan/atau perangkat
elektronik dan/atau cara sistem
elektronik lainnya yang dilakukan dengan

tujuan komersial (profit) yang mencakup
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aktivitas baik salah satu, sebagian
ataupun keseluruhan transaksi
elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran,
pengiriman atas kegiatan tersebut.
Termasuk dalam -kelompok 1ini adalah
situs/portal web -dan/atau platform
digital yang -bertujuan komersial
(profit) merupakan aplikasi yang
digunakan untuk fasilitasi dan/atau
mediasi layanan-layanan transaksi
elektronik, seperti pengumpul pedagang
(marketplace), digital advertising, dan
on demand online services. Kelompok ini
tidak mencakup financial technology
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P)
Lending (6495) dan Fintech jasa
pembayaran (664dl); s—srmmmomsass e

AKTIVITAS PEMERINGEKAT USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (66292); --
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha yang
memberikan layanan pemeringkatan bagi
usaha mikro, kecil, menengah dan
KOperasijy -———r—rrormmrerr s s T T e
PERIKLANAN (73100) ;----====————ceem—m—mmm
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa
periklanan (baik dengan kemampuan
sendiri atau disubkontrakkan), meliputi
jasa bantuan penasihat, kreatif,
produksi bahan periklanan, perencanaan
dan pembelian media. Kegiatan vyang
termasuk seperti penciptaan dan
penempatan iklan di surat kabar, majalah
dan tabloid, radio, televisi, internet
dan media lainnya; penciptaan dan
penempatan iklan  lapangan, misalnya

papan pengumuman, panel-panel, jenis
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poster dan gambar, selebaran, pamflet,
edaran, brosur dan frames, iklan jendela,
desain ruang pamer, iklan mobil dan bus
dan lain-lain; media penggambaran, yaitu
penjualan ruang dan waktu untuk berbagai
macam media iklan permohonan; iklan udara
(aerial advertising), distribusi atau
pengiriman materi atau contoh 1iklan;
penyediaan ruang 1iklan di dalam papan
pengumuman atau billboard dan lain-lain;
penciptaan stan serta struktur dan tempat
pamer lainnya; dan memimpin kampanye

pemasaran dan Jasa 1iklan lain vyang

ditujukan pada penarikan dan
pempertahankan pelanggan, seperti
promosi produk, pemasaran Eitak

penjualan (point of sale), iklan surat
(direct mail), konsultasi pemasaran; ---

AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1

Kelompok 1ini mencakup kegiatan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak 1 vyang
bersifat independen dari
Kementerian/Lembaga/Industri untuk
mensertifikasi kompetensi karyawan atau
S1SWATIVA SOTIA1ITI @ o s s e iy
AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2
(74312) —=—=——— e -

Kelompok 1ni mencakup kegiatan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LPS) Pihak 2 vyang
bersifat independen dari
Kementerian/Lembaga/Industri untuk
mensertifikasi mitra dan pemasoknya.----
AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL
INDEPENDEN (74322) --—-—————————————————— =

Kelompok 1ni mencakup kegiatan lembaga
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yvang independen dan imparsial melakukan
jasa sertifikasi terhadap kompetensi
seseorang berdasarkan uji kompetensi

selain vyang tercakup dalam kelompok

REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
(18202) -~ === mmmmcc e cccc e e ———

Kelompok 1ini mencakup usaha reproduksi
dari kopi master rekaman, compact disk
atau CD dan tape yang berisikan gambar
bergerak atau film dan rekaman video
lainnya. Penerbitan rekaman film dan

video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan

REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU
DISEWA (681l1l1l)-——-——-——"-"-""——"—""—="—=——————————-
Kelompok 1ini mencakup usaha pembelian,
penjualan, persewaan dan pengoperasian
real estat baik vyang dimiliki sendiri
maupun disewa, seperti bangunan

apartemen, bangunan hunian dan bangunan

non hunian (seperti fasilitas
penyimpanan/gudang, mall, pusat
perbelanjaan dan lainnya) serta

penyediaan rumah dan flat atau apartemen
dengan atau tanpa perabotan untuk
digunakan secara permanen, baik dalam
bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan
penjualan tanah, pengembangan gedung
untuk dioperasikan sendiri (untuk
penyewaan ruang-ruang di gedung
tersebut), pembagian real estat menjadi
tanah kapling tanpa pengembangan lahan
dan pengoperasian kawasan hunian untuk
rumah yang bisa dipindah-pindah.--------
PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN
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$.5

AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS (68112)

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat
dan fasilitas untuk penyelenggaraan
kegiatan pertemuan, perjalanan insentif,
konvensi, dan pameran atau untuk
penyelenggaraan event khusus. Penyewaan
dilakukan dalam periode tertentu untuk
masa persiapan, penyelenggaraan acara,
dan masa pembongkaran. Tempat  yang
dimaksud mencakup convention center,
exhibition center, special venue/ multi

PUrpOSe Venue.--—-—-———————=———=—————————————

pemberian jasa konsultasi manajemen terkait
dengan kegiatan dan usaha perfilman, antara
e T o

AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100)--------- =
Kelompok 1ni1 mencakup pengawasan dan
pengelolaan unit-unit perusahaan vyang
lain atau enterprise; pengusahaan
strategl atau perencanaan organisasil dan
pembuatan keputusan dari peraturan
perusahaan atau enterprise. Unit-unit
dalam kelompok 1ini melakukan kontrol
operasi pelaksanaan dan mengelola
operasi unit-unit yang berhubungan.
Kegiatan yang termasuk dalam kelompok 1ni
antara lain kantor pusat, kantor
administrasi pusat, kantor yang berbadan
hukum, kantor distrik dan kantor wilayah
dan kantor manajemen cabanyg . ——mmemmmeeee
AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
(10209) ==-m--—rass s e e e e =
Kelompok 1ini mencakup ketentuan bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional usaha
dan permasalahan organisasi dan

manajemen lainnya, sepertl perencanaan
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strategi dan organisasi; keputusan
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan
kebijakan pemasaran; perencanaan,
praktik dan  kebijakan sumber  daya
manusia; perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan Jjasa
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional berbagai
fungsi manajemen, konsultasi manajemen
olah agronomist dan agricultural
economis pada bidang pertanian dan
sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi
biaya, prosedur pengawasan anggaran
belanja, pemberian nasihat dan bantuan
untuk usaha dan pelayanan Masyarakat
dalam perencanaan, pengorganisasian,
efisiensi dan pengawasan, informasi
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa

pelayanan studi investasi infrastruktur.

2.6 penyelenggaraan kegiatan perpustakaan,
arsip perfilman, museum dan kegiatan
kebudayaan lainnya, serta penyelenggaraan
aktivitas hiburan, kesenian dan
kreativitas, antara lain;--—-———————————-—-

AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN (90011) ;-----

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha
menyelenggarakan pertunjukan kesenian
dan hiburan panggung, seperti
pertunjukan drama/teater, pagelaran
musik, opera, sandiwara, pantomim, tari,
perkumpulan kesenian daerah (wayang
orang, lenong), jasa hiburan band,
orchestra, kegiatan sastra dan
SISO STNNA i i S s i e R e

AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN
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EODEL D) oo o e sms o o o s e o o e s e o e
Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang
seni pertunjukan, Termasuk usaha

kegiatan dokumentator seni pertunjukan

(video, digital, virtualaising) ; dan
skenografer/perupa (seni rupa
panggung/artistik panggung) , penata

cahaya (lighting), penata suara (sound

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH
(9101]) ~===—mmmcccnc e cccc e -

Kelompok ini mencakup kegiatan
pemerintah yang berkaitan dengan
perpustakaan dan kearsipan yang tidak
tergabung dalam suatu Lembaga pendidikan
atau lembaga kebudayaan lain.
Kegiatannya mencakup pengorganisasian
dari sebuah koleksi, baik khusus atau
tidak, pembuatan daftar nama atau katalog
dari koleksi, peminjaman dan penyimpanan
buku, peta, majalah, film, rekaman, pita
(kaset), karya seni dan lain-lain,
kegiatan pencarian kembali dokumen
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
informasi dan lain sebagainya dan
perpustakaan penyedia photo dan
pelayanan lainnya. ———————————————————~—

MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH
(9102]1) . ~==——mmmm e cnncc e e e ——-

Kelompok ini mencakup pengelolaan tempat
dan fasilitas, serta kegiatan pameran
cagar budaya, benda seni, koleksi
dan/atau replika vyang memiliki fungsi
edukasi, rekreasi dan riset untuk
mendukung pengembangan pariwlsata dengan

memperhatikan nilai pelestarian, dengan
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tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
dikelola oleh Pemerintah. ---—————-—-—-—-——-
PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG
DIKELOLA PEMERINTAH (91023) .---=-=-====--
Kelompok 17T mencakup kegiatan
pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar
budaya atau bangunan/tempat peninggalan
bersejarah yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya
50 tahun, atau mewakili masa gaya yang
khas dan mewakili gaya sekurang-
kurangnya 50 tahun, serta dianggap
mempunyal nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan
kebudavyaan, misalnya candi, makam,

masjid dan lainnya. ————————————————————

2.7 penyelenggaraan kegiatan penjualan dan

penyewaan mesin dan peralatan 1industri
kreatif, alat perekaman gambar dan editing,
alat bantu teknologi digital, dan alat
kebutuhan mice (meetings, 1ncentives,

conventions and exhibitions); antara lain

77321 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA
TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR &
EDLETING: e e s s i ey e e e sy e =
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operational 1leasing) mesin, peralatan
dan barang kebutuhan shooting vyang
mencakup sewa alat rekam gambar dan suara
berupa kamera, media rekam, pencahayaan,
alat editing, alat motion control dan
kebutuhan alat penunjang lain yang
terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.-
77322 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA
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1.

o

TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEEKNOLOGI
DIGITAL;, —-—-——————————— - ——————————————

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operational 1leasing) mesin, peralatan
dan barang kebutuhan teknologi digital
yvang mencakup sewa render farm, sewa
motion capture, sewa 3D scanner, dan
kebutuhan penunjang lain vyang terkait
aktivitas 5911 dan 5912. Sewa lisensi
software dicakup dalam 58200. ---——------
77323 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA
TANPA HAK OPSI ALAT KEBUTUHAN MICE 480.

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operational leasing) mesin, dan

peralatan barang dekorasi kebutuhan

Meeting, Incentive, Convention, and
Exhibition (MICE) dan penunjang
e T .. = e e e B S P o

kegiatan dan usaha perfilman dan konten lain
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.---
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat
melakukan kegiatan wusaha dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki Persero sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar. --—-——————-—"—————————————————

Modal Dasar Persercan ini sebesar - ————————————

Rp.219.000.777.061,-(dua ratus sembilan belas

miliar tujuh ratus tujuh puluh tuju

puluh satu rupiah) yang terbagili atas:

ribu enam

a.1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernilai
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nominal Bp.777.:061,~ (tujuh ratus tujuh ——-

puluh tuju ribu enam puluh satu rupiah); --

b. 219.000 (dua ratus sembilan belas - ———————-
ribu) lembar saham Seri Bmasing-masing saham
dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,-
(satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya
menjadi senilai Rp219.000.000.000,- (dua --

ratus sembilan belas miliar Rupiah) .m—=———~

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan

dan diambil bagian oleh Negara Republik
Indonesia sebanyak 54.903 (lima puluh empat
ribu sembilan ratus tiga) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat miliar
sembilan ratus tiga Juta tujuh ratus tujuh
puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) yang
Lerdiri. ATl o ik i i i i e o e 555 5 s i

a.1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai

nominal Rp.777.061,- (tujuh ratus tujuh

puluh tuju ribu enam puluh satu rupiah); dan-

b. 54.903 (lima puluh empat ribu sembilan ratus
tiga) lembar saham Seri B, masing-masing --
saham dengan nilaili nominal sebesar --------
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga
keseluruhannya menjadi senilai ------------
Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat -----
miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus

tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu ----

3. 100% (seratus persen ) dari nilai nominal ---
setiap saham yang ditempatkan tersebut di ---
atas; atau seluruhnya berjumlah -—-——————r==m=
Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat miliar

sembilan ratus tiga Jjuta tujuh ratus tujuh
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puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) telah
disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia
(Pemegang Saham) dengan PP 42/2023 Jjuncto
Surat Kantor Akuntan Publik Henrawinata Hanny
Erwin & Sumargo dan Rekan dengan Surat Nomor
00219/2.1127/AU0.1/10/0797-3/1/V1/2023,tanggal
dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga
(21-06-2023) dan dan penetapan Menteri Badan
Usaha Milik Negara dengan Surat Nomor:—--—-—-----
S-499/MBU/10/2023, tanggal empat oktober dua
ribu dua puluh tiga (04-10-2023).--—————-—————-

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan menurut kebutuhan Persero dengan
syarat, jumlah dan harga berdasarkan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas
usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan
tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan
harga tersebut tidak di bawah nilai pari (nilai

nominal) .——————————m

y&.Seluruh saham yang dikeluarkan untuk ----——-—--
penambahan modal, harus terlebih dahulu
ditawarkan kepada setiap ©pemegang saham

seimbang dengan pemilikan saham.---—-———--———--

Fi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5

Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-------

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau

efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan

persetujuan RUPS; atau-----—-——————————————-

‘C.+dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
restrukturisasi yang telah disetujuili Rapat

Umum Pemegang Saham.-------—-—--—-—-——————————

yi Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud
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pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak
untuk membeli dan membayar lunas saham yang
dibeli dalam Jjangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal
tersebut tidak dinyatakan sampai dengan
lewatnya batas waktu 14 hari tersebut,
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang
tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang

S T . . o e B e S B B S

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 Pasal 1ini tidak
menggunakan hak untuk membelli dan membayar
lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal
penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa
saham yang tidak diambil bagian tersebut
kepada pihak ketiga.---——————""—"7""—"""-""""-----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan

untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada
karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6
huruf a Pasal 1ini dalam jangka waktu

tertentu.,—-———————————— e — —

10.Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya

untuk mengambil bagian saham dalam Jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal
ini, saham yang tidak diambil bagian oleh
karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada
Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai
denganketentuan dalam Pasal 1inli, sepanjang
dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang

0o TRITEE st om0 e e T R i

11.Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus

disetujui oleh pemegang saham Seri - A Dwiwarna.-
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1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas

nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham vyang
= af 5 s o s L - i Bhoma el S S s

a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat

dimiliki Negara Republik Indonesia; dan—----

b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia dan/atau masyarakat.----

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan ----
"saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, saham ---
Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham"
ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -----
pemegang saham Seri B, kecualli apabila dengan

tegas dinyatakan lain.-—--—————-—-——————————————

‘3. Perseroan hanya mengakul seorang atau satu ---
badan hukum sebagai pihak yang berwenang -----
menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum

At58 HaHam . —— =i e T

‘4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak -----
ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A
Dwiwarna, pemegang saham Seri B -mempunyai
hak yang sama dan setiap 1 - (satu) saham

memberakan 1 (Sata)] ek Snarg., sossssseaam

b. Menurut Anggaran dasar ini, saham Seri A

Dwiwarna adalah saham vyang memberikan
kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang
ditetapkan dalam anggaran dasar 1ini dan
hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik
Indonesia sebagai pemegang saham seri A

DWIWATNG . ———— === — = = — e e e e

C. Hak-hak pemegang saham seri A Dwiwarna yang
dimaksud dalam huruf b adalah Hak Untuk

menyetujul dalam Rapat Umum Pemegang Saham
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mengenal hal-hal sebagai berikut:-———————-—-
C.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;--
C.2. Persetujuan perubahan Permodalan;------

C.3. Persetujuan Pengangkatan dan —----——------

pemberhentian anggota Direksi dan Dewan

BEOM1 SAT 1§ 5 — s s i e st s e e

‘a4. Persetujuan terkait penggabungan,
peleburan pengambilalihan,pemisaha dan

pembubaran; - -——--—--————————

‘QS. Permintaan dan pengaksesan data dan —-—-
‘dﬂkumen PETUSANAAN = i i o i i
‘QG. Persetujuan remunerasi anggota direksi
‘dan Dewan Komisarig;--—-——-——=—=-==-=—————-
‘QT. Persetujuan pemindahtanganan aset yang
berdasarkan anggaran dasar perlu

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -

‘&8. Persetujuan mengenai penyertaan dan

pengurangan prosentase penyertaan modal
pada perusahaan lain yang berdasarkan
anggaran dasar perlu persetujuan Rapat

Unum Pemegang Saham;------———————————-

C.9. Persetujuan penggunaan laba;--—---------

C.10. Persetujuan mengenai investasi dan ----

pembiayaan jangka panjang yang —-—-—-—-—-—-—-
berdasarkan anggaran dasar perlu ------

persetujuan Rapat Umum Pemegang ---—-—---

‘011.Pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang -
‘Saham; —————————————————————————————————
‘312.Pengusulan calon anggota Direksi dan
calon anggota Dewan Komisaris;---------
dengan mekanisme penggunaan hak —-——-—-—--
dimaksud sesual dengan ketentuan ------
dalam Anggaran Dasar dan peraturan —--—--

perundang-undangan.-----—————————————~—
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d. Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana —-—-—---
tersebut dalam ayat 4 huruf c¢ Pasal 1ini,
pemegang Saham Seri B mempunyal hak yang --
sama dengan memperhatikan Pasal 26.-——-————-
Jikalau suatu saham pindah tangan karena
warisan atau didasarkan sebab-sebab lain
menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang,
maka mereka vyang memiliki bersama-sama
tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang
diantara mereka dan vyang ditunjuk 1itulah
yvang dicatat sebagai wakil mereka bersama
dalam Daftar Pemegang Saham, vyang berhak
untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan

oleh hukum kepada saham tersebut.---—————--

5. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk
memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan mengenal penunjukan wakil bersama
1tu, Perseroan memperlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagail satu-satunya pemegang

yang sah atas saham (saham) tersebut.--------

6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus ---
tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku.----—————————-

SURAT SAHAM DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham

‘atau surat keterangan kepemilikan saham.------
‘2..Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
‘Saham diberi sehelai surat saham.---——————-——-
F& Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang

dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.-------
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4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus

dicantumkan: ——————————=————— =@~ ——
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;---——-————-———-
b. Nomor surat saham;--—-—-————-—-——=—=—=——————«———————
C. Tanggal pengeluaran surat saham;----------—-

d. Nilai nominal saham,---—-——————————————————

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya

BATES: LA T e Ty s i i i s ST i o S i

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;--—-——————-———-
b. Nomor surat kolektif saham;----—--—————-————-
C. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;--
d

Nilai nominal saham dan nilai kolektif

saham;-———— """~ ——

€. Jumlah saham dan nomor surat saham yang

bersangkutan.-—-——-———--——--"—————"—————————————

‘ﬁ.tmlam hal Persero tidak menerbitkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan kepemilikan saham yang

dikeluarkan oleh Persero.--—-————=—————c—e———e———-

yi Pada surat keterangan kepemilikan saham

sekurang-kurangnya harus dicantumkan:---------
Nama dan alamat Pemegang Saham;----————---————-—-
Tanggal pengeluaran surat keterangan;---------
Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai

nominal setiap saham;--—----——---—--——————————————

8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat

keterangan kepemilikan saham harus
ditandatangani oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama
berhalangan, oleh salah seorang Direktur
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau
apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh

Direktur Utama bersama-sama dengan salah
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1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat

dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Persero akan mengeluarkan

pengganti surat saham.--—----—————————————————

LZ Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan
oleh Direksi dibuat berita acara untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

berikutnya.-———————————————

Fi Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
tertulis dari mereka yang Dberkepentingan,
Persero akan mengeluarkan pengganti surat saham
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu
cukup dibuktikan dan dengan Jjaminan vyang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap

peristiwa yang khusus.---————------————————-

Li Setelah pengganti surat saham tersebut -------
dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku

lagi terhadap Persero.-—--————————————————————

‘5 Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat
saham 1tu ditanggung oleh Pemegang Saham vyang

berkepentingan.-————---————————————————————————

‘E.iﬁetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat
2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-
mutandis berlaku bagili pengeluaran pengganti

suEat kolektEif sahaf. ——————m oo

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ------

Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta —————-

menyediakannya di tempat kedudukan Persero —---

agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham.-
‘2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-————-—————-

FL Nama dan alamat para Pemegang Saham; -—————---
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‘b Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham

‘yang dimiliki para Pemegang Saham;---------
C. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau

badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
saham atau sebagal penerima jaminan fiducia
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fiducia

5 = mhe ] =] v £ ) B PR R R PSSR R B

‘E.iKeterangan penyetoran saham dalam bentuk

‘lain selain uvang;---—————=-——————————————————
f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan-

gd. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh

Direksl.—-——————————

Fi Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ------
mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Persero
dan/atau pada persero lain serta tanggal saham

itu diperoleh.—-———————————————————

4 Pemegang Saham harus memberitahukan setiap

perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertal tanda penerimaan kepada Direksi.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
segala panggilan dan pemberitahuan kepada
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir

dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.---------

‘5 Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar

Khusus sebaik-baiknya.------------—--—————————

ki Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu

jam kerja Kantor Persercan., ——-—-——=——=—====m==—=m—-
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———————————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM --—-—-———--

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta --

‘pemindahan RAEL R ot e S S U
‘Q.iﬁetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal
ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas
saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih

berdasarkan titel umum.----—-——————————————————

‘3 Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 Pasal 1ini atau salinannya disampaikan

secara tertulis kepada Perserocan.----------——-

‘4n Pemindahan hak atas saham harus mendapat ------

persetujuan terlebih dahulu dari:--———-—-————-—--
a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan-------------—-

b. instansi yang berwenang, jika peraturan -----

perundang-undangan mensyaratkan hal ---------

taraabil o T S S SR S e

9. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya
dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih
dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham
lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga
penjualan serta memberitahukan kepada Direksi

secara tertulis tentang penawaran tersebut.---

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai
dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki

masing-masing.——-—-——-——=———————————

7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya ------
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 1ini,
berhak menarik kembali penawaran tersebut
setelah lewatnya jangka waktu vyang dimaksud

dalam ayat 6 Pasal ini.-————————-———-——————————

‘B.iﬁeharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham

‘lain hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.---—---

‘9 Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
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apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar

telah dipenuhi.-—-——------————

yﬂlMulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampal dengan hari Rapat tersebut, pemindahan

hak atas saham tidak diperkenankan.---------

P1.Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang
bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat
bahwa hak-hak vyang diberikan oleh hukum atas
saham tersebut tidak dapat dijalankan,
sedangkan pembayaran dividen atas saham itu

ditangguhkan.-——-———-—----—"—"———————

P. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu
Direksi yang terdiri atas paling sedikit 2

(dua) orang, seorang diantaranya diangkat

gebagal: Drrektal Wdite, meorm—rrsremmmmrm—ee
‘2 Orang yang dapat diangkat sebagai anggota

Direksi adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu

S (lima) tahun sebelum  pengangkatannya

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;

C. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan /atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan,---—-—--—-

3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada
ayat 2 Pasal 1ini, harus pula memenuhi

persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi
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teknis berdasarkan peraturan perundang-

undangan. ———-—————————

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 Pasal 1ni, dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh calon
anggota Direksi dan surat tersebut disimpan

B TEH DR i B B T e i o s s i S S

5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 2 Pasal 1ini pengangkatan
anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan
keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain

berdasarkan peraturan perundangan.--—--—-—-—-------

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak

memenuhil persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan

apaalyipt, o o e SR e T I Vs e S SR SR ST

yi Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh

Pemegang Saham Serl1 A Dwiwarna.——————————————

Fl Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi
juga menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam
hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai

berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang

9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian
anggota Direksi dilakukan melalui keputusan
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang

Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan
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pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan
Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan
Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang
Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku
sejak keputusan Pemegang Saham  tersebut

ditetapkan.-——--—-—————————————(——————

‘1U.Anggﬂta Direksi diangkat dari calon yang
diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat

Umum Pemegang Saham.------————————-———————————

P1.Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk

1l (satu) kali masa jabatan_ ——————————————————

‘12.Dalam.hal masa jabatan anggota Direksi berakhir
dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat
menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas
anggota Direksi yang lowong tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian

jabatan anggota Direksi yang lowong.---—-—----—--

‘13LRapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan
para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan

menyebutkan alasannya.--——-——-——————————————————

‘14”Alasan pemberhentian anggota Direksi --—-—-——----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal 1ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:-
a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah
disepakati dalam kontrak manajemen;--------

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan ---

C. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan
Anggaran Dasar;---—-—-—-————"—-—--—--—--—-——-————-—-

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan -----
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Perseroan dan/atau Negara;--—-——————-————-——-
€. Melakukan tindakan vyang melanggar etika
dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati
sebagal anggotd Direksi;--——————=
f. Dinyatakan bersalah dengan putusan
Pengadilan vyang mempunyal kekuatan hukum

o To 61 5 § o - e e i

0. Mengundupeiean @LTa oo mmmimim s i i
15.Di samping alasan pemberhentian anggota

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14
huruf a sampali dengan g Pasal 1ini, Direksi
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai
tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.--—-—--------—-

‘16.Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayvat 14 huruf a, b, ¢, d, e dan ayat 15
Pasal 1ini diambil setelah yang bersangkutan

diberi kesempatan membela diri.-----———-—---—---—-

‘17.Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13
Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi
yang bersangkutan secara lisan atau tertulis

oleh Pemegang Saham.---—--------————————

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar

Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang
Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak anggota Direksi yang
bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud

pada ayat 17 Pasal ini.--------———————mmmu——

19. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan
telah melakukan pembelaan diri atau ---------

menyatakan tidak berkeberatan atas rencana --
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pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka
ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

18 dianggap telah terpenuhi.--—--———-----------

20. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal 1ini
dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
dengan mengabaikan ketentuan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini.-

21.Selama rencana pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam
proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan
wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana

mestinya.-————————————— -~

‘22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f Pasal ini

merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-

‘23qhntar para anggota Direksi dan antara anggota
Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat ketiga, baik menurut garis
lurus maupun garis kesamping, termasuk

hubungan yang timbul karena perkawinan.-----

‘24;Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang
Saham berwenang memberhentikan salah seorang

di antara Mereka . ——— i i it

‘ZSJHngtha Direksi diberi gaji dan —---—-———-————-
tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna
jabatan yang Jjenis dan Jumlahnya ditetapkan
oleh  Rapat Umum  Pemegang Saham dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham

BT B D IR TRR . st s s oot st s e
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[26. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota

Direksi Perseroan lmwmng, maka :-——————————————

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang

lowong tersebut.-——————————————

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum

Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota
Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris
menunjuk salah seorang anggota Direksi
lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain
selain anggota Direksi vyang ada, untuk
sementara menjalankan pekerjaan anggota
Direksa yang lowong tersebut dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama.--———-——-———-

C. Dalam hal jabatan 1itu lowong karena

berakhirnya masa Jjabatan dan Rapat Umum
Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota
Direksi vyang lowong sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini, maka anggota Direksi
yvang berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
untuk sementara menjalankan pekerjaan
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama.-—-————————-—

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang

lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c¢ selain anggota Direksi yang masih
menjabat, memperoleh gaji dan
tunjangan/fasilitas yang sama dengan

anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak

termasuk santunan purna jabatan.--———————-——-

2/. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun
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seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan
lowong, maka;----——-—-—————"—H—-——-—--"""-""""-"—---——-
a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan Jabatan Direksi
Ltersebul (~rrm o s i T R e
b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum
Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi
yvang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf
a ayat 1ni, maka untuk sementara Perseroan
diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat
menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus
Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang
VAN Sl o e T T T T T T
C. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena
berakhirnya masa Jabatan dan Rapat Umum
Pemegang Saham belum menetapkan
penggantinya, maka anggota-anggota Direksi
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut
dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk menjalankan pekerjaannya
sebagal anggota Direksi dengan kekuasaan dan
WEWETIEATH] YAy Sallel . = =i i s i it i
d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi vyang
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf ¢ ayat 1ini, selain Dewan Komisaris,
memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas
yang sama dengan anggota Direksi yang lowong
tersebut, tidak termasuk santunan purna

jabatan.———————————————————

28. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan
diri dari Jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Perseroan dengan  tembusan  kepada
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Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota
Direksli Perseroan lainnya paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri
disebutkan tanggal efektif kurang dari 30
(tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima,
maka dianggap tidak menyebutkan tanggal

efektif pengunduran diri.---———-—-—----——-—————-

29. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta

oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
surat permohonan pengunduran diri dalam hal
tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran
diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum
Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut
berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di
atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima tanpa memerlukan

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-------

30. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :----
a. Meninggal dunia;-—--—------——————————————————
b. Masa jabatannya berakhir;---——————-————————-
C. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham;-----———————-—"-————————
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Direksi berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan., —————————————m——

Fﬁ.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30
huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada

rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran

‘325&agi anggota Direksi yang berhenti sebelum

‘maupun setelah masa Jjabatannya berakhir,
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kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggung-jawabannya
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----—-—-——--————-
.Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar 1ni atau terdapat indikasi melakukan
kerugian Perseroan atau melalaikan
kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perserocan, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:--—-------
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai
pemberhentian sementara anggota Direksi
dilakukan sesuai dengan tata cara
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.--—---
b. Pemberhentian sementara dimaksud harus

diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan disertail alasan yang
menyebabkan tindakan tersebut dengan
tembusan kepada Pemegang Saham dan
Dlreked . —rorr e e T T T T T T T T T T T

C. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b ayat 1ini disampaikan dalam waktu

paling lambat 2 (dua) hari setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara
D S I o e B S e S R R s
d. Anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tidak berwenang menjalankan
pengurusan perseroan serta mewakili
perserocan baik di dalam maupun di luar
pengadi lan ;———r—rromemm e i
€. Dalam jangka waktu paling 1lambat 30
(tigapuluh) hari setelah pemberhentian
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sementara dimaksud harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham vyang akan
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan
s 1 o I i
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada hurut e ayat 1ini, anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
antuk memlhelal far il . s i R e
Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat
ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang
Saham vyang dipilih oleh dan dari antara
Pemagang SabEm wang Dgidip, sssesamacssanmisi
Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
tidak diselenggarakan atau Rapat Umum
Pemegang Saham  tidak dapat mengambil
keputusan, maka pemberhentian sementara
tersebul ménjadi batal ;==
Keputusan untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara anggota
Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang
Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan
hak suara menyetujul secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang bersangkutan
dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
Dalam hal keputusan untuk mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi dilakukan di luar
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana

dimaksud pada huruf i1 ayat ini, maka anggota
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Direksi vyang Dbersangkutan diberitahukan
secara lisan atau tertulis, dengan
diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pembelaan diri secara tertulis dalam waktu
14 (empat belas) hari setelah menerima
PEMbEeTra LaIIETE, = e i R B
K. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau
Pemegang Saham membatalkan pemberhentian
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota
Direksi yang bersangkutan wajib
melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana

mestinya.-————————————————————————

34. Anggota Direksi dilarang memangku Jjabatan

rangkap sebagaimana tersebut di bawah 1ini,

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Dealia Malilk Swasbilj e mmmesmme e

b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

pada Badan Usaha Milik Negara;-——-————-------

C. Jabatan struktural dan fungsional lainnya
pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan
dtau daerah;-———r—r———=mormessmer oo

d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan,
pengurus partail peliEik dan/atau
calon/anggota legislatif dan/atau calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

€. Jabatan lain yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan_ —————————————————————

-------------------- PASAL 11 -----————————————o
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1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan

yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Persercan dan sesual dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Persercan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham.---———————————————-—

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini; maka ;——————=rocm—————-
a. Direksa: beéerwenany untuk:s--————hadacuna -
1) Menetapkan kebijakan kepengurusan
B e L8 L O e T T T T T T T T I e
2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
kepada seorang atau |beberapa orang
anggota Direksi untuk mengambil keputusan
atas nama Direksi atau mewakili Perserocan
di dalam dan di luar pengadilan;--------
3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
kepada seorang atau Dbeberapa orang
pekerja Perserocan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama atau kepada orang
lain, untuk mewakili Perseroan di dalam
den dla  Lusre ‘pengatd e s o
4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan
berdasarkan peraturan perundang—-undangan
yang berlaku, dengan ketentuan penetapan
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja vyang

melampaui kewajiban yang ditetapkan
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peraturan perundang-undangan, harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja
Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-------—-

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris
D e T ) B I i e e R R i

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan
lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perseroan, serta
mewakili persercan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar

dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang

b. Direksi berkewajiban untuk:-----——————————-
1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya
usaha dan kegiatan Perseroan sesuail
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
ugahanya; ———————rworererr- s mrensTm s
2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka
Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, dan perubahannya
serta menyampalkannya kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham untuk
mendapatkan pengesahan Rapat Umum
Pemeqgand Saliam s s i
3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka
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Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan,-———————————-—-———-
4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham, dan Risalah Rapat Direksi.-------
5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,
serta dokumen keuangan perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Dokumen Perusahaan.-———-—--—-——--
6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk
diaudrt~crmmme e rrersmmmee o e
7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk
Laporan Keuangan kepada Rapat  Umum
Pemegang Saham untuk disetujui dan
disahkan, serta laporan mengenai hak-hak
Perseroan yang tidak tercatat dalam
pembukuan antara lain sebagai akibat
penghapusbukuan piptang.——————=———m—m———
8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham mengenal Laporan Tahunan; -
9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi
yang telah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham kepada Menteri  vyang
membidangi Hukum dan HAM sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.-
10) Menyampaikan laporan perubahan susunan
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan HAM . ———s—mesmmmmime i s i
11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang

Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
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Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan
dan dokumen keuangan perseroan
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir
4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan

lainnya.——————————————————————(——(———————

12) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan
dokumen keuangan perseroan serta dokumen
perseroan lainnya sebagaimana dimaksud
pada huruf b butir 11) ayat ini.---———---
13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan dan

berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian

intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penylmpanan, dan
e e aN e e e

14) Memberikan laporan berkala menurut cara
dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta laporan lainnya setiap
kali diminta oleh Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang Saham;----——————--—-—-—---

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-—-

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan atau yang diminta anggota
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; -

17) Menyusun dan menetapkan blue print
OFGANISEE1 Be EgE o~ s i i i R S

18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar 1ini dan yang ditetapkan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham
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berdasarkan peraturan perundang-

undangan., ——————————— -

yﬁDMemenuhi permintaan dan pengaksesan data
dan dokumen perusahaan yang disampaikan

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.--—-—-

y& Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan
pengabdiannya secara penuh pada tugas,

kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.---

‘Q.Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi
harus mematuhli Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan serta wajib

melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
KEWA | @ T QT g s o s o i e o it o o

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad

baik dan penuh tanggung Jjawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan
dengan mengindahkan perundang-undangan yang

o T il M T R SBSRS  SES SOMIS PRSP SV S DR

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila vyang Dbersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali
apabila anggota Direksi vyang bersangkutan
dapat membuktikan bahwd ~——ro—r—reemmsemm—r—e
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalalannygas —so st i s ———
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
dan sesual dengan maksud dan tujuan
B T B T G T s o e et S s R 5 R i
C. tidak mempunyai benturan kepentingan baik

langsung maupun tidak langsung atas tindakan
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pengurusan vyang mengakibatkan kerugian;

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-
. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi
di luar vyang diputuskan oleh rapat Direksi
menjadi tanggung jawab pribadi yang
bersangkutan sampal dengan tindakan dimaksud
digetujul ¢leh rapat Direksi,——————m=—rmom———
. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan

Komioaris UNERE @ s s i il i e it

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan
parranan, Jarigka PRRe e e R R R
b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau
pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak
manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama
Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build
Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna
(Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama
lainnya dengan nilai atau Jjangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Bemeqgany 5aligii e s s i s s i i i i i
C. Menerima atau memberikan pinjaman Jangka
menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang
atau piutang) yang timbul karena transaksi
bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada
anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan
pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan
dilaporkan kepada Dewan Komisaris.--—-—---—-—-
d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet
dan persedisan barang mati; —————r—rmrsmmeser—
€. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan

umur ekonomis vyang lazim berlaku dalam
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‘9.

‘10.

‘11,

12.

13,

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)
tangkat da bawah Bireksi.——————r—r-omrromm—e—
Dalam rangka memperoleh persetujuan yang
dimaksud ayat 8, Direksi menyampaikan
permohonan secara tertulis kepada dewan
Komisaris disertai dokumen yang diperlukan.--
Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan
N L - o o e B ) e e B i
Dalam hal Dewan Komisaris masih membutuhkan
penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi,
Dewan Komisaris meminta penjelasan dan/atau
dokumen tambahan dimaksud - dari Direksi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - ayat
10 Pasal ini;-—--—————=—======—r=——————— e —————
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya permohonan atau penjelasan dan
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan
Komisaris harus memberikan Keputusan
sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini .-----
Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan
pinjaman jangka menengah/panjang----———--—--—-—-
b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan
prosentase penyertaan modal pada perseroan
lain yang harus disetujui oleh Pemegang

Saham Seri A DWiwarngy——— o mememei av G summaes

C. Mendirikan anak perusahaan dan/atau
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perusahaan patungan.--===s===s=========--—---
Melepaskan penyertaan modal pada anak
perusahaan dan/atau perusahaan patungan.---
Melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau perusahaan
patungan,-————————-————————————————————————
Mengikat Persercan sebagai penjamin (borg
atau avalist) .- ------—— -
Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau
pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak
manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama
Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build
Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna
(Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu
melebihi penetapan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini.———-
Tidak menagih lagi piutang macet yang telah
dihapusbukukan.------------------—-
Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap
Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim
berlaku dalam industri pada umumnya lebih
dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-------
Menetapkan blue print organisasi Perseroan-
Menetapkan dan mengubah logo Perseroan—--—---
Melakukan tindakan-tindakan lain dan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8
Pasal ini yang belum ditetapkan dalam RKAP. -
. Membentuk vyayasan, organisasi dan/atau
perkumpulan baik vyang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan yang

dapat berdampak bagi Persercan.—-———--——-—-—-—-—

>l

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nn. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat
tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi
dan/atau perkumpulan baik vyang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan
B T B T T, e e R e e e S e R ot 6 i

0. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi
calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
pada perusahaan patungan dan/atau anak
perusahaan yang memberikan kontribusi
signifikan kepada Perseroan dan/atau
bernilai strategis yang ditetapkan Rapat
Umum Pemegang Saham.------————-——----—-—--———-

P. Melakukan investasi dan pembiayaan jangka
R e B S e R e

g. Melakukan penerbitan obligasi dan surat
utang lainnya oleh Persero vyang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.------——————————————————

14. Pendirian anak perusahaan/perusahaan

patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti
tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-
proyek vyang diperoleh sepanjang diperlukan,

tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat 13.--——————---"---—--—-—————
15. .Untuk memperoleh persetujuan pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 13 Pasal 1ini, Direksi
menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada para pemegang saham disertai dengan

tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan

disertai dokumen yang diperlukan;----------——-

16. Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat

15 Pasal ini, Direksi menyampaikan permohonan

secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan
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e

‘disertai dengan dokumen yang diperlukan;-----
‘l?. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya permohonan dari
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16
Pasal 1ini, Dewan Komisaris harus memberikan

tanggapan tertulis; —-———==——semmmem—mmsse————

18. Dalam hal Dewan Komisaris masih membutuhkan

penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi,
Dewan Komisaris meminta penjelasan dan/atau
dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal

19. Dalam hal Dewan Komisaris tidak memberikan

tanggapan tertulis dan tidak memberikan
penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari
Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat 17 Pasal 1ni, Direksi dapat menyampaikan
permohonan tertulis kepada para pemegang saham
untuk memperoleh persetujuan tertulis dalam
Rapat Umum Pemegang Saham tanpa tanggapan
tertulis Dewan Komisaris -disertai penjelasan
mengenal tidak ada tanggapan tertulis dari

Dewan Komisaris;--—-——————=—=—===———— e — —

20. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya penjelasan dan/atau dokumen
tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 18 Pasal ini, Dewan Komisaris harus

memberikan tanggapan tertulis; ---——-——-————-——---

21. Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterimanya
penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 18
Pasal 1ini, Dewan Komisaris tidak memberikan
tanggapan tertulis, Direksi menyampaikan
permohonan kepada para pemegang saham untuk

memperoleh persetujuan tertulis dalam Rapat
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Umum Pemegang Saham disertali penjelasan
mengenal tidak adatanggapan tertulis dari

DEwaT Eomi8arid . ——— i i

22. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk:------————---—-——————————
a. mengalihkan kekayaan Perserocan; atau-—-—-----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----——--

Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik vyang berkaitan satu sama lain

maupun tidak.------———-----————— -

‘23. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 22
huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perserocan yang terjadi dalam Jjangka

waktu 1 (satu) tahun buku.--—————=—-—-———————

‘24. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau

menjadikan sebagai jaminan  hutang atau
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang
Saham yvang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari Jjumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum
kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan disetujuli oleh paling sedikit 3/4 (tiga

per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-

‘25. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan

‘jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva
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tetap vang merupakan barang dagangan atau
persediaan termasuk yang berasal dari
pelunasan piutang macet yang terjadi akibat
pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dan

26. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan

jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva
tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dan

27. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi

pembatasan terhadap tindakan Direksi yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini atau
menentukan pembatasan lain kepada Direksi

selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-

28. Dalam rangka melaksanakan kebijakan

kepengurusan Perseroan, apabila tidak
ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan
ketentuan semua tindakan Direktur Utama

dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.-

29. Apabila Direktur Utama tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi vyang
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas

D 2R banr: THL A~ s oo ok S o S i i

30. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan
penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama

dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan

55

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

i

atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-

tugas Direktur Utama.--—-——————-———"—-—-—————————

‘31. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,
maka anggota Direksi vyang terlama dalam
jabatan dan vyang tertua dalam wusia vyang
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas

DiFekbinr: DTEaiiin, = s s s S e i o S i i

32. Dalam hal salah seorang anggota Direksi

selain Direktur Utama berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi
lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi

untuk melaksanakan tugas—-tugas anggota Direksi

véang beérhalarigan téxrgebiut.-=—-————==sr—rn—r——v
33. Direksi untuk perbuatan tertentu atas

tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan

tertentu tersebut vyang diatur dalam surat

34. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham
tidak menetapkan pembagian tugas danwewenang
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di
antara Direksi ditetapkan berdasarkan

keputusan Direksi.-——-———————"—"————————————————

35. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan
petunjuk vyang diberikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

Anggaran Dasar ini.----—--=--————————m -

36. Direksi tidak diperkenankan memberikan
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pinjaman kepada pemegang saham dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan. ———-—————————

-------------------- PASAL 12 --—-——————————————e
------------------ RAPAT DIREKSI —----=-=——=-———————-

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat
‘Direksi. —————————————————————————————————————

LZ Keputusan dapat pula diambil di luar rapat

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi

setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.-

‘3 Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah
Rapat vyang ditandatangani oleh Ketua Rapat
Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir,
yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk
pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion
anggota Direksi Jika ada) dan hal-hal vyang
diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi
agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk

diketahui.-——-—=——=-"="="-"""“"“"“"“"-"-—~——~ -~

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
geliap wakhbn gpabilla s
FL dipandang perlu oleh seorang atau lebih

‘anggmta B R e e A e S e B R S

“1 atas permintaan tertulis dari seorang atau

‘lebih anggota Dewan Komisaris; atau--------
‘C..atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-

Fi Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di

tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain

di dalam wilayah Republik Indonesia.--——-—---—----
ki Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara

tertulis oleh anggota Direksi yang berhak

mewakili Perseroan dan disampaikan dalam

--_‘_\‘—‘—.
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jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum rapat diadakan atau dalam waktu vyang
lebih singkat Jjika dalam keadaan mendesak,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.---————-————————————————————

YK Dalam surat panggilan rapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 Pasal 1ini harus

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat

FL Panggilan rapat terlebih dahulu tidak
disyaratkan apabila semua anggota Direksi

hadir dalam rapat.----—----——=—=————-———————————

Fl Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh 1lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 8 Pasal ini.-—-——————-————=—————————

xﬂlDalam mata acara lain-lain, rapat Direksi
tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua
anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir

dan menyetujui penambahan mata acara rapat.--

P1.Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur
‘Utama. ———————————————————————————————————————

‘12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan, maka salah seorang Direktur yang

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama

yang memimpin rapat Direksi.--———————-———-————-
‘13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan

penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi

yang memimpin rapat Direksi.---—-——-—---—-—-————-

“4uDalam hal Direktur yang paling lama menjabat
sebagail anggota Direksi Perseroan lebih dari 1

(satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam
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jabatan dan vyang tertua dalam wusia vyang

bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.----

‘15ihnm$:mﬁmberikan suara dalam pengambilan
keputusan, seorang anggota Direksi dapat
diwakili dalam rapat hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis
yang diberikan khusus untuk keperluan itu.---
Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili

seorang anggota Direksi lainnya.———=——m——m——-

yﬂiSemua keputusan dalam rapat Direksi diambil
‘dengan masyawaral -untuk mutakat . ———sesrsme—

‘17.Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan

musyawarah mufakat, maka keputusan diambil

dengan suara terbanvyak biasa.-—-———————-—-———-

‘HiSetiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk

anggota Direksi yang diwakilinya.——<=ssasmeoa=

‘Hlﬁpabila jumlah suara yang setuju dan yang

tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan
rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua
rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan

mengenai pertanggungjawaban sebagaimana

domaksinl dalam Eagsal 1l @igal boo——sesassmamsss
20.Dalam hal usulan lebih dari dua alternative

dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan
satu alternative dengan suara lebih dari s
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang
terhadap dua usulan yang memperoleh suara ---
terbanyak sehingga salah satu usulan —-————--
memperoleh suara lebih dari % (satu per dua)

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.---

VZLSuara blanko (abstain) dianggap menyetujui

‘hasil keputusan rapati-——r-—r——r - remsrm e

‘22.Suara yvang tidak sah dianggap tidak ada dan
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tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam rapat.-—-—-———————--———-—-

-------------------- PASAL 13 -—-—————————mmmmm——— o
------------- - BENTURAN KEPENTINGAN ———-———————————
1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ------

Perseroan apabila:-----—-———=———=——"—""———"——-——--———

FL Terjadi perkara di depan Pengadilan ----
antara Perseroan dengan anggota-----—------

Direksi yang bersangkutan; atau-----—---——---

Pl Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
‘benturan kepentingan dengan Perserocan.-------

F& Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana --————---
dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1ini, yang berhak -
mewakili Persercan adalal s — e oo -

d. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai

benturan kepentingan dengan Perserocan yang
ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak

mempunyal benturan kepentingan.-------

“1 Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota --
Direksi mempunyai benturan kepentingan -----

dengan Perseroan; atau-------—----—-———————————

‘C. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota
Direksi atau Dewan [Komisaris mempunyail

benturan kepentingan dengan Perserocan.--—---—-

F& Dalam hal seluruh anggota Direksli mempunyai --
benturan kepentingan dengan Perseroan dan ----
tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, —-—-
maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang -

ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.------

-------------------- PASAL 14 ————————————————————
----------------- DEWAN KOMISARIS —-----——————————-

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 2

(dua) orang, seorang diantaranya diangkat

sebagai Komisaris Utama.------———-—————————————

60

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
bertindak sendiri-sendiri,melainkan

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-------

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan

Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah

a. dinyatakan pailit;---———--—--—---"—--"-"-"----———

menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan

Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;

‘C.+dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan /atau yang

berkaitan dengan sektor keuangan.----------

Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada

ayat 3 Pasal ini, harus pula memenuhi
persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang-

undangan. ———-—————————

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 Pasal ini, dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh calon
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut

disimpan oleh Perserocan.-—-———————=———=——————=——-—

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 Pasal 1ini, pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi,
memahami masalah-masalah manajemen perusahaan

yvang berkaitan dengan salah satu fungsi

manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
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‘10.

‘11

‘12.

‘13.

s bl bidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.--—--
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 Pasal 1ini, batal karena
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris
lainnya atau Direksi mengetahui tidak
terpenuhinya persyaratan tersebut.--————-——-—---
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota
DI TE RS T oo o s s s S5 o o i om0 £ 50 i
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna.—————————"—"—"—"——"——————— - ————————— — ——
Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon
yang diusulkan oleh Pemegang Saham seri A

Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi

.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris

ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.----
Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.-
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal 1ini
dilakukan apabila  berdasarkan kenyataan,
anggota Dewan Komisaris vyang bersangkutan

P L N e S e S S S S

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan
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b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan
B a AT, L L R R i R R i

C. Terlibat dalam tindakan vyang merugikan
Perseroan dan/atau Negara;--——-———————-—————-—-

d. Melakukan tindakan vyang melanggar etika
dan/atau kepatutan yang seharusnya

dihormati sebagaili anggota Dewan Komisaris

€. Dinyatakan bersalah dengan putusan
Pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum
R TE I ) B i e S R

f. Mengundurkan diri.-----——----—-—————————————

14.D1i samping alasan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13
huruf a sampali dengan f Pasal 1ni, anggota
Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya
yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang

Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-

15.Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini
diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan secara lisan atau tertulis

oleh Pemegang Saham.---—--------—-————c——

16.Keputusan pemberhentian karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a, b,
c, d dan ayat 14 Pasal 1ini, diambil setelah

yang bersangkutan diberi kesempatan membela

17.Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar

forum  Rapat Umum  Pemegang Saham, maka
pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
16 Pasal 1ni disampaikan secara tertulis

kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat
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18.

‘19.

‘20.

‘21.

‘22.

23.

belas) hari terhitung sejak anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberitahu
sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini.-
Selama rencana pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat 12 Pasal ini masih dalam
proses, maka anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya
sebagaimana mestinya.-------—-—————-—-—————-—-————
Pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat 13 huruf c dan e Pasal ini
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-
Antara para anggota Direksi dan antara anggota
Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak
boleh ada hubungan keluarga sedarah atau
hubungan karena perkawlinan sampal dengan
derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis
lurus maupun garis ke samping, termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan.------
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat 20 Pasal 1ni, maka Rapat Umum
Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah
SEprang |l dnkara Mereks . sesnaT-mrEaasenamn Ty
Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan
purna Jjabatan vyang Jenis dan Jjumlahnya
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Keputusan  RUPS tersebut  harus
disetujui  oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna.—————————"—"———————————————————— —— — ——
Pembagian kerja diantara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris

yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
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‘Kﬂmisaris dtas behan Perserodn.——————mmmmmi———
24.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan

Eomlsaras lowong, maka, e smeiemesmnssisi—n i

Fl Rapat Umum Pemegang Saham harus
diselenggarakan dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah terjadi

lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;-

“1 Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh
berakhirnya masa Jabatan anggota Dewan
Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris
yvang berakhir masa Jabatannya tersebut
dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara
tetap melaksanakan tugas sebagai anggota
Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan

dan ema TIDaN VEaTig SR, s s i e e

C. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b
ayat ini, diberikan honorarium dan
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan

Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.-

25. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan
tidak mempunyal seorangpun anggota Dewan

Komisaris, maka :—-————————"—"—“"—————~———~—~—~—~—(——~———

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itu;------——-——-—-———-—-—-

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain
karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat
Umum Pemegang Saham menunjuk seorang atau
beberapa orang Pemegang Saham atau pihak
lain untuk sementara melaksanakan tugas

DEwar KoMl o E e . o s o o s i s S s

C. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh

karena berakhirnya masa jabatan, maka
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anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh
RUPS untuk sementara tetap melaksanakan
tugas sebagai anggota Dewan Komisaris

dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan ¢ ayat ini, diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota

Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna

26. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari Jjabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan
tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan
Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat
30 (tiga  puluh) hari sebelum  tanggal
pengunduran dirinya. Apabila dalam surat
pengunduran diri disebutkan tanggal efektif
kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal
surat diterima, maka dianggap tidak

menyebutkan tanggal efektif pengunduran

27.Apabila sampai dengan tanggal yang diminta

oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
tanggal surat permohonan pengunduran diri
diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal
efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota
Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan
sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut

di atas atau dengan lewatnya waktu 30 --————--
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(tigapuluh) hari sejak tanggal surat ——--—————-
permohonan pengunduran diri diterima tanpa

memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang

28. Jabatan anggota Dewan Komisaris Dberakhir

apabila:.—-—————————————

3. MeETINgOal QI s s s o o o S ok e e
b. Masa jabatannya berakhir;----—-————--——————-—
C. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham; dan/atau--------————-——---——-
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris berdasarkan
Anggaran Dasar 1ni dan peraturan perundang-

undangan lainnya.--——-——--————————————————————

‘ZQ.Ketentuan sebagaimana ayat 28 huruf d Pasal
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada

rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran

Fﬁlﬁagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti

sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan tetap
bertanggung Jjawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh

Rapat Umum Pemegang Saham.---———————-————————-—

31.Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku

jabatan rangkap sebagai:--————-——-—-—"———-——————-

Fl Anggota Direksi pada Badan usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usalia MITIik SUaSEA v s i e s s

‘h Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, pengurus
partai politik dan/atau calon/anggota
legislatif dan/atau calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau;------
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C. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan--——-——-——-———————————————(—————————

-------------------- PASAL 15 ----———————————————-
-- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS -

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan yang

dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan

maksud dan tujuan Persergan.—————r————rrommmers

2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 Pasal ini,; maka :————————mes—m——r——

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:----——-——-----

1) melihat buku-buku, surat-surat, serta
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain
surat berharga dan memeriksa kekayaan
Par 8 e O AT i e S s e e S e S

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor
yang dipergunakan oleh Perserocan;---

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau
pejabat lainnya mengenal segala persocalan
yang menyangkut pengelolaan Perserocan;--

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan
yang telah dan akan dijalankan oleh
Diteksl . cosssuriossatnnsoci s o S e

5 meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya

di bawah Direksi dengan sepengetahuan
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Direksi untuk menghadiri rapat Dewan
Komisaris; ——————————————————————————————
6) mengangkat dan memberhentikan sekretaris
Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;----
7) memberhentikan sementara anggota Direksi
sesual dengan ketentuan anggaran dasar
R L. B B e e R e e N R Sy St
8 membentuk Komite-komite lain selain
Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
9) menggunakan tenaga ahli untuk hal
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu

atas beban Perseroan, Jika dianggap

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu sesual dengan ketentuan Anggaran
DEBET LT, S i e s o i el e B i

11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang
dibicarakan; ——————rmrrrrmmserrr s

12) melaksanakan kewenangan pengawasan
lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat
Lienm: POnmeuy ety | o i e e e A

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:--------

1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan;-

2) Meneliti dan menelaah serta
menandatangani Rencana Jangka Panjang
Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;----

3) Memberikan pendapat dan saran kepada
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Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Rencana Jangka Panjang Perserocan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
mengenai alasan Dewan Komisaris

menandatangani RJP dan RKAP;———————-————-

4) Mengikuti perkembangan kegiatan
Perseroan, memberikan pendapat dan saran
kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
setiap masalah yang dianggap penting bagi
kepengurusan Perseroan;--—————"——"———-———-——-—

5 Melaporkan dengan segera kepada Rapat
Umum Pemegang Saham apabila terjadi
gejala menurunnnya kinerja Perseroan;---

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan
laporan tahunan yang disiapkan Direksi
serta menandatangani laporan tahunan.---

/) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran
kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
Laporan Tahunan, apabila diminta;-------

8 Menyusun program kerja tahunan dan

dimagsuklan dalam REAR S oo s e ey 5 5 b
9) Membentuk Komite Audit;--—---———————————-

10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat
Umum Pemegang Saham.-----———————-—-——-————
11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan salinannya;-—-—-—---—-—-———-———————————
12) melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Persercan tersebut dan
Perseroan lain;------——==-=————=—=-=-——————-
13) memberikan laporan tentang tugas
pengawasan vyvang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada Rapat

Umum Pemegang Saham.----——————--—--—————-

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam
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rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham;----—-—-————--—"-—-————-

3 Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap
anggota Dewan Komisdaris harug i——————m—sememsm——
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan serta prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran;-------
b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan
bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi untuk kepentingan Perseroan dan

sesual dengan maksud dan tujuan Perserocan.-
4 Setiap anggota Dewan Komisaris ikut
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Persercan apabila vyang bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana
donigksid: pads ayeat . Pasdl i1da.—--rSssssnmnioas
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku secara tanggung renteng bagli setiap
anggota Dewan KomiSaras s
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal 1ini
apabila dapat membukta kamgss st
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
Perseroan dan sesual dengan maksud dan

tujuan Perserocan;---—-—---—-———————————————————
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b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik
langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan Direksi yang
mengakibatkan kerugian; dan--—-——————-————-———-

C. telah memberikan nasihat kepada Direksi
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.--—--———--———————————————

-------------------- PASAL 16 ---——————————————o
------------- - RAPAT DEWAN KOMISARIS ---—-———————--

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam

rapat Dewan Komisaris.---———————————-—————————

2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat
Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota
Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan.-----————————————————————————

3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus
dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang
dibicarakan (termasuk pendapat
berbeda/dissenting opinion anggota Dewan
Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang

diputuskan.-——---———————————————————

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
3 pasal 1ini ditandatangani oleh Ketua rapat

dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam

5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan
kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara,
sedangkan Dewan Komisaris menylimpan
Sl A TN TININ Gl i T T T T I T T R T T T

6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat lain di dalam wilayah Republik
IO Nea1 . o e e T T T T T T T T T T T T T

f. Dewan Komisaris mengadakan rapat ©paling

sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat
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tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang
Direksi.—-————————"—""—"—""—"—"—"—"—"—"—\—"—"—"—~—~——~—~—(—~—~—————
8. Dewan Komisaris dapat mengadakan  rapat
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan
Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1
(satu) atau beberapa Pemegang Saham yang
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,
dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.---—-—-—-——-=====——-——————
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan
secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh
anggota Dewan Komisaris vyang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih
singkat Jjika dalam keadaan mendesak, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
Langgal Xrapalk . =i b s i i S i
10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
8 Pasal 1ini harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.-——————=—=——~
11.Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan
apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
dalam rapat.------------9-----------—-—-———————
12.Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri atau diwakili oleh 1lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah anggota Dewan
KoMl SArisS .~ === — = e e e e e e e e e e
13.Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan
Komisaris tidak berhak mengambil keputusan
kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau

wakilnya vyang sah, hadir dan menyetujui
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penambahan mata acara rapat.-——————————r—————
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan kuasa tertulis vyang
diberikan khusus untuk keperluan itu.--------
15.Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris
A BRI o e T T T T T T TR T T T
16.Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
EOM18AT 18 ULAME : ~— e it r i e e
17.Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.----------
18.Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat
DEWAR FomMlsdris ..~~~ ———esdanana o aaaniain
19.Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling
lama menjabat sebagal anggota Dewan Komisaris
lebih dari satu orang, maka anggota Dewan
Komisarilis sebagailmana dimaksud pada ayat 18
Pasal 1ini yang tertua dalam usia bertindak
sebdgds. paiipianan rapat.sssssnaT - sasnnanian T
20.Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris
diambil dengan musyawarah untuk mufakat.----—-—-
21.Apabila melalui musyawarah tidak tercapai
mufakat , maka keputusan rapat Dewan Komisaris
diambil dengan suara terbanyak biasa---------
22.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
suara untuk anggota Dewan Komisaris vyang

diwakilinya.—————————————————(———(—(————(————————

23.Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak

—
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setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat
adalah vyang sama dengan pendapat pimpinan
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan
mengenai pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali
mengenal diril orang, pengambilan keputusan
rapat dilakukan dengan pemilihan secara
P LR | mmmsim i o s i 55 B o o
24 Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui
hasil keputusan rapat.-----——"—"—"—-—"""""---——-
25.Dalam hal usulan lebih dari dua alternative
dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan
satu alternative dengan suara lebih dari %
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang
terhadap dua wusulan yang memperoleh suara
terbanyak sehingga salah satu usulan
memperoleh suara lebih dari % (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.---
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam rapat.--—-————-—————-——-—-—-

-------------------- PASAL 17 --—-=—=————————————— o
------ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku,

yang sekurang-kurangnya memuat:-----------——-

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha,
kebijakan perusahaan, dan program
kerja/kegiatan;———————---———————————————————

D. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan;----------—-

C. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak
per USdRaannNVE ] ~— e i TR R T R

d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan--—-------
_______-_———-
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€. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham.---—————-—-—---—-——————————

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan
ditandatangani sebelum disampaikan kepada
Femegang Sabhdiiy —m——mmrsmr s s e

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan vyang telah ditandatangani oleh
semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada
Pemegang Saham paling lambat 60 (enampuluh)
hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan vyang bersangkutan untuk
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan memperhatikan ketentuan vyang
berlakv.------------------ - - - - """ —-"—"—-"—\--"—"——-"———

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tahun anggaran berjalan (tahun
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
yang bersangkutan).-------------————-————————-

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi
dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya

yvang diberlakukan.-—-——-—---—--—————————— ——————

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan

sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal

\—
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pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk

kepentingan Pemegang Saham.--—-——-—-—-—-——————————

-------------------- PASAL 18 --—--—=—=————————————e
—————————— TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --------
1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan
pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap
tahun, buku-buku Perserocan ditutup.----------
2.Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang

memuat sekurang-kurangnya:---—-—-—-———————————————

a laporan keuangan yang terdiri atas
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku
yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan 1laba rugi
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
berikut catatan atas laporan keuangan
tersebut, serta laporan mengenal hak-hak
Perseroan yang tidak tercatat dalam
pembukuan antara lain sebagai  akibat
pEnThap oS EaT PN ESNE e e s s i

. laporan mengenai kegiatan Perseroan;-------

C laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
chen; Lomgkungss, ok, Sgep—sr— s
d rincian masalah yang timbul selama tahun
buku vyang mempengaruhi kegiatan usaha
B O X 0 T G T = o i e i it s R 5 S s
€ laporan mengenal tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komlisaris selama
tahun buku yang baru lampau;-—-——=——————=-m=
f nama anggota Direksi dan anggota Dewan
KOM1SaT 18 5~ s e e i T T T T T
g gajli dan tunjangan/fasilitas bagi anggota
Direksi dan honorarium dan
tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru

-__\\__‘_‘——_
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3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan
keuangan vyang telah diaudit oleh akuntan
publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani
sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.---

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
3 Pasal 1ni ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.--—--

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
2 Pasal 1ini, yang telah ditandatangani oleh
semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada
Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan
setelah Tahun Buku berakhir dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.--------

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan
dimaksud harus disebutkan alasannya secara
tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan
dalam laporan tabhunan,——ss—ssmmmmmms i

f. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 Pasal 1ini dan tidak
memberi alasan secara tertualas, yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui 1isi
laporan tahunan.------------------——-

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk
pengesahan laporan keuangan sebagalimana
dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada

akhir bulan keenam setelah tahun buku

\
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9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk
pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku vyang lalu, sejauh tindakan tersebut
ternyata dalam laporan tahunan  termasuk
laporan keuangan serta sesual dengan ketentuan
vang berlaku-~——rrrwrrememmrmsrorenrmemmmiees

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal 1ini
harus disediakan di kantor Perseroan sejak
tanggal panggilan sampali dengan tanggal
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
kepentingan Pemégdng Saham.—————r————rooomm—ee

11.Dalam hal laporan keuangan yang disediakan
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
secara tanggung renteng bertanggung Jawab
terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila
terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena

kesalahannya.—-—————————————— -~

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang
memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Betfidd aliaal orrrrmrmr e e e e T T T T T T T

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini meliputi laporan triwulanan dan
R T e R e e S eSS =

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, Direksi sewaktu-waktu

dapat pula memberikan laporan khusus kepada

-__q-__-________——-
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Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau
Rapat Umum Pemegang Saham.-----——-————-—--—-—-—-
4. Laporan berkala dan laporan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3)
pasal 1ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan
tata cara penyusunan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; ————————mms s
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan
kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada
ayat 5 pasal 1ini ditandatangani oleh semua
ariggota Direksi.m————rmmesm e s e e o o o
/. Dalam hal ada anggota Direksi tidak
menandatangani laporan triwulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat 6 pasal 1ini, maka harus

disebutkan alasannya secara tertulis.---—-----

-------------------- PASAL 20 --=-=—=—=—=—=——————————e
------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —--—-—-=-————--

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S |

Anggaran Dasar ini;------—--—————————————-

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang
selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu
Rapat Umum Pemegang Saham vyang diadakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran

HaBal T e s s i e i e S s i

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam Anggaran Dasar 1ini berarti kedua-

duanyanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham

._-‘\__\\—
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Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara
lain-lain tidak berhak mengambil keputusan,
kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan
menyetujul penambahan mata acara rapat.--—----
4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang
Saham yang ditambahkan harus disetujul dengan
SudrYa bhulat.==-rr—--rsadsansri e
5. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat

mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham.-

-------------------- PASAL 21 -——————————————————o
------- - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---=----
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan

tiap-tiap tahun; meliputi :-=——————sm—mmm———

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
pergsetujuan laporan tahunan, —-s——cmaweisis
D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai
persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

T G VU O S

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
menyetujul laporan tahunan diadakan paling
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan
tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat

tersebut Direksi menyampaikan :-————-—--—--—-——-—-

a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal: 14 ayat b o-=rrraan s e e
b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;---
C. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk kepentingan

BOT SR TOATL, =i i i s o o o B i

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk

menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga
-—-“___________—-———_
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puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan
(tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat

tersebut Direksi menyampaikan :--———-—-—-——-—-—-

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk kepentingan
Perseroan yang belum dicantumkan dalam
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Faringahaan === e e e

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan
oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau
lebih Pemegang Saham vyvang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah dengan
ketentuan bahwa wusul-usul yang bersangkutan
harus sudah diterima oleh Direksi sebelum
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
o ok b b o R

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
yang tidak sesual dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 Pasal 1ini hanya dapat
dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir
dan menyetujuili tambahan acara tersebut, dan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas

usulan tersebut harus disetujul dengan suara
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------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA---—-=-—---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat —-————-
diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
R T B T, = o e e e e s s
-------------------- PASAL 23 ——r=mm—msmmemeea—ia—
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di
tempat kedudukan Persercan atau di tempat
Perseroan melakukan kegiatan usahanya vyang
utama yang terletak di wilayah Negara Republik
ITdones1a . —mrr e s e T T T T T T T T T T T T T T

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir
dan/atau diwakili semua pemegang saham dan
semua pemegang saham menyetujul diadakannya
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat
Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 Pasal 1ini dapat mengambil
keputusan jika keputusan tersebut disetujui
dengan suara buldl.————r=resssmrrresmemmee—se

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat
Dmam Femegang Salba — =i i

S. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula

dilakukan atas permintaan :--—-—-—-—-——-——————————

a seorang atau lebih Pemegang Saham vyang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
vang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah; abap-—————ssrmsmmsmmeeisime

b. Dewan Komisaris.--—————————=—————~———~—~————————

6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
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Pasal 1ini, diajukan kepada Direksi dengan
surat tercatat disertal dengan alasannya.--—--
/. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal

ini antara lain namun tidak terbatas pada :---

a Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan  sesuai dengan
ketentuan yang berlakuv,--------——————-——-—-

b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau
anggota Komisaris akan berakhir; atau------

C dalam hal Direksi berhalangan atau ada
pertentangan kepentingan antara Direksi dan

PerS@TOaT] S i, o e e e

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat
© Pasal 1ni1 yang disampaikan oleh Pemegang
Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan
w0 = o o - O B s e

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat
4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham. QLT erm IIa s e i s i 8 0 i e i i 2

10.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud

pada ayvat 89 Pasal ini; maka ;-————————mos—m———

a permintaan penyelenggaran Rapat Umum
Pemegang Saham oleh Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a
Pasal 1ini, diajukan kembali kepada Dewan
Komisaris; atau-—-—-—-———"""""""""""""-"-—-——————

b Dewan Komisaris melakukan pemanggilan
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b
PASEL DTNl i ot s s ot i e i 0

Dewan Komisaris wajlib melakukan pemanggilan

._______-_____————_
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Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

R e b 1 B e S S S

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
Direksi Dberdasarkan panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat
9 Pasal 1ini hanya membicarakan masalah yang
berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat 6 Pasal 1ini dan mata acara rapat
lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.---

12.Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal
ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 BAasal IIi0 s i i s i it e e e e i il

13.Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal 1ini, pemegang
saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah
mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

D g L L S L S —

14. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
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tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.---—-——-—————-
15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
dilakukan dengan melalui surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.--—----
16.Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata
acara rapat disertail pemberitahuan bahwa bahan
yvang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham tersedia di kantor Perserocan sejak
tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham diadakan.----—----------==-————~
17.Perseroan wajib memberikan salinan Dbahan
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal 1ini
kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma Jika
diminta.-—-—-————— e e e e e
18.Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan
ayat 16 Pasal 1ini, dan panggilan tidak sesuail
dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham

dan keputusan tersebut disetujui dengan suara

-------------------- PASAL 24 —-—————————————————
KETUA DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Apabila dalam Anggaran Dasar 1ini tidak
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang
Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka
R T B B o o e e B e B s =

2 Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
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paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham
yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum
Pemegang Saham,———————smommesss—s e
3 Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Pasal 1ini tidak disyaratkan apabila risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat
dengan aktd HOLaris——rrmmesmmmimmmr et
4 Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 1ini
berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal
yang diputuskan (termasuk pendapat

berbeda/dissenting opinion, jika ada).-------

-------------------- PASAL 25 --—-=—=—————————————e
------- - KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN --------

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang
Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili ,
kecuali peraturan perundang-undangan

dan/atau anggaran dasar 1ini menentukan

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat kedua.-———————-———-

C. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum.-----—————-———————

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf c¢ ayat 1ni sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima

puluh persen) bagian dari jumlah seluruh
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saham dengan hak suara hadir atau diwakili,

kecuali anggaran dasar 1n1 menentukan

€. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf d ayat 1ini tidak
tercapal, Perseroan dapat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan atas
permohonan Perserocan agar ditetapkan kuorum
untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.----
f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum
Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan
dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan: Negeri,———-mc—mmr——r—romms
g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga
dl langsungRan, = —— s s i R R R s
h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga
dilangsungkan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham yang

mendahuluinya dilangsungkan.---————————-——-

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri
RUPS dan menggunakan hak suaranya sesual
dengan jumlah saham yang dimilikinya.--------

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa
untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan

kepadanya pada waktu Rapat diadakan.---------
----_--“-—-
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4 Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup dan mengenai hal lain
secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.--—-—-—----
6. Semua keputusan vyang diambil Dberdasarkan
musyawarah untuk mufakat.----------------- - —- —-
/. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
6 Pasal 1ni tidak tercapai, keputusan adalah
sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar 1ini
menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan
suara mengenal diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani.----
8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan
hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu
alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari Jjumlah suara vyang
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan wulang
terhadap dua wusulan yang memperoleh suara
terbanyak sehingga salah satu usulan
memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.---
9. Suara abstain dianggap menyetujui  hasil
keputusan RapatUmum Pemegang Saham,--————-———--
10. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang

11. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan

yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang

-\\
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Saham secara fisik, dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatanganli persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Umum Pemegang Saham.----—-———------———————————

-------------------- PASAL 26 ———=—=—=—=—==—=——————— -
--------------- - PENGGUNAAAN LABA ---—————————-——=

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah
penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujuil
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-—————-—————-————-—

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi
penyisihan untuk cadangan sebagaimana pada
ayat 1 Pasal 1ini dibagikan kepada Pemegang
Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujul
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.--—————————-——-———-

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 Pasal 1ini, Rapat Umum
Pemegang Saham dengan persetujuan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dapat menetapkan
penggunaan laba bersih untuk pembagian lain
seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan
Komisaris, bonus untuk karyawan atau
penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan
Perseroan yang antara lain diperuntukan bagi
perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya
masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat

Umum Pemegang Saham.----———————-—---—--———-——————

—
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4 Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal
ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan
mempunyal saldo laba yang positif.-———=—==i——m

5. Dalam hal tantiem bonus dianggarkan dan tidak
diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun
berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari
yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan
target yang ditetapkan, maka selisih tantiem
dan bonus tersebut diambil dari laba bersih
tahun yang bersangkutan.----------------——-

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba
bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja
yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang
harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan
tantiem wuntuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang

telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

/. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dalam pembukuan
Perseroan dan dalam tahun-tahun vyang akan
datang Persercan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat itu belum sama
sekali tertutup, dengan tidak mengurangi
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.-

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara
Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan
untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut

__‘\——‘_\_—
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dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
tersebut vyang dapat diterima oleh Direksi
Persercan dengan syarat pengambilannya tidak
secara sekaligus dan dengan membayar biaya
administrasi yang ditetapkan Direksi.--————---
10.Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal
ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-—-
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan
kemampuan keuangan Perserocan.-——————-————————-—
12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud
pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris.-—-—--—————————————-
13.Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
Pemegang Saham kepada Perserocan.-—-——————————-
14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.-
15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang
telah dikeluarkan dapat meminta pembagian

devidern Arbemr iy, =i s e i e e

-------------------- PASAL 27 --=—=———=————————————e
------------ PENGGUNAAN DANA CADANGAN —=—=—=======-

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan

lainnya.——————————————— e~

h-\ﬁ&\‘—_
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2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 1ini
berlaku apabila Perseroan mempunyail saldo laba
Vang posSitil, o e e T T T T T T T

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1ini
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai
paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.---

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Pasal 1ini vyang belum mencapai Jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini
hanya dapat dipergunakan untuk  menutup
kerugian Perseroan vyang tidak dapat dipenuhi
aleh cadangan LaXnnya , =i i i

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi
jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan
agar kelebihan dari dana cadangan tersebut
digunakan bagi keperluan Persercan.--—-—-------

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan
cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang Derlakn .= i e i

/. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.------

-------------------- PASAL 28 -——-—————————————————
------------ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------
1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.-------------------—-—-—-——-
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib

dicantumkan dengan Jjelas dalam panggilan
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RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar termasuk
perubahan permodalan (penambahan dan
pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan
disetor) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan seluruh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah

jika disetujuli oleh paling sedikit 2/3 (dua

per tiga) bagian dari Jjumlah suara yang
dikeluarkan dan Pemegang Saham Seri A
BiiWaEiia e e e e e S R e
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai,

dapat diselenggarakan RUPS kedua.--————------—-

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan
jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna hadir atau diwakili, dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dan  Pemegang Saham Seri A

D B B T i em s s s e S S SR

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat
dengan akta Notaris dan dalam bahasa
S Yo o et ot b o R e s o e e N B T R e B e
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
ayat 1 huruf e s/d huruf h (mengenai penetapan
kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan
batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan
ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis
mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah

—

94

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e e

Anggaran Dasar.---———————=—————————————————— —

8. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar vyang
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau
mengubah status Perserocan menjadi Perseroan
terbuka , wajib mendapat persetujuan dari
Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.-——-——-—-—--—--

9. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8
Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan
Hak ASasi ManlS da, = s s i i s i i S e

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat
dalam akta berita acara rapat vyang dibuat
notaris harus dinyatakan dalam akta notaris
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal keputusan ROPS;—————————m——————

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran
dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya dibidang Hukum dan HakAsasi
Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal akta notaris vyang
memuat perubahan anggaran dagsar.,———-—-——-————=——-

12.RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui

oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna.--—-------

———————————————————— PASAL 29 -———————mmmmmmmme e
---- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ---
-- PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM --
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1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, maka
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum
Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham vyang mewakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham  yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
sah dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat bagian dari jumlah
Shdrad teérgebit. -~ mna e
2 Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai,
dapat diselenggarakan RUPS keduva.-—-—-—-————=——-
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak
mengambil keputusan Jjika dalam Rapat Umum
Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan
keputusan adalah sah jika disetujuli paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
Jilah sasrd yang dikelugrkans-r-ssssisninniaas
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum
tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan
dalan ‘bahaga TRAONES1a ~mrrorms——rrremremmm s
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
ayat 1 huruf e - huruf h (mengenai penetapan
kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan
batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan
ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis

mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur dalam

—
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Pasal I .o sos i imimi imimm smi fm mimim omisistm m m o mmiomr m
6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit
dan beredar luas/nasional di wilayah Republik
Indonesia mengenail rencana penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan
perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-------
/. RUPS untuk Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, Pemisahan, dan perubahan
bentuk badan hukum Perseroan harus dihadiri
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
Keputusan RUPS harus disetujuli oleh Pemegang

et A I T L s s P S ———

-------------------- PASAL 30 ———————=———-————m— o
------------ PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----------—-

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka
pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham vyang dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara vyang sah dan keputusan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah suara tersebut.----

2 Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai,
dapat diselenggarakan RUPS kedua.---—————----

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak
mengambil keputusan Jjika dalam Rapat Umum

Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per
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lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
Staila Yo ‘dikeludtkdiy——r-remrmmsmsrrrsm s
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
ayvyat 1 huruf e - huruf h (mengenali penetapan
kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan
batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan
ketiga, dan keputusan diluar RUPS) mutatis
mutandis berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran
Aan L Rua Qam g — s s s s s s o o o o 0 e 5 o R
Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
L1ERIdaEor  mrmrmr e o e e T T T T T R T T
Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 Pasal 1ini tidak ditunjuk
L e T . B B VG i
Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
PenGadl LaT) . = i i o o o oo o o s o s o s ot e e
Likuidator wajib melaporkan pembubaran
perserocan pada kantor tempat pendaftaran
pEEGSabadn. == - -esasrnaatiS s e s
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran
Perseroan, likuidator wajib memberitahukan :-
a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran

Perseroan dengan cara mengumumkan

pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan

Berita Negara Republik Indonesia; dan—------

e
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b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa

perseroan: dalam dikurddsi~—mr—reommmmmmee
10. Sisa lebih dari  perhitungan  likuidasi
dibagikan kepada para Pemegang Saham secara
proporsional berdasarkan Jjumlah saham vyang
dimiliki mMagIing-masing.——————rrormmmerre T
11. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam
akta pendirian Dbeserta pengubahannya di
kemudian hari tetap berlaku sampai dengan
tanggal disahkannya perhitungan 1likuidasi
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para Likuidator.-———-—-----
12. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan
tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali
diperlukan untuk membereskan kekayaannya
dalew proses lolkuiglank s
13. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 11 Pasal ini meliputi :--————-——————-————-
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan
S st e B o M e e P S T N e e
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;--—--
C. Pembayaran kepada para kreditor;--————------
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi
kepada Pemegang Saham; dan-----—————————-
€. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan

dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.-----

14. Likuidator wajib memberitahukan kepada
Menteri yang membidangili Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS

memberikan pelunasan dan pembebasan kepada

likuidator atau setelah pengadilan menerima
_____________'——-
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pertanggungjawaban likuidator yang --————-—----
ditunjuknya.--------------———--—————————————
15. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi Perseroan
harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan EKeputusan RUPS harus disetujui

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.”--------

-------------------- PASAL 31 ———————————=————————
--—- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM ---

Untuk hal-hal yang mengenail Pemegang Saham yang
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham
dianggap bertempat tinggal pada alamat
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang

Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar

———————————————————— PASAL 32 —-————————mmmmmm -
---------- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -—--=-=====-=--=
Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskannya.--—————-—-———-
-Selanjutnya penghadap bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Persero untuk pertama kali yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia sebagai wakil Pemerintah
selaku Pendiri Persero tersebut, tanggal Nomor:
ssasmsrplentang Pengangkatan  Anggota Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PRODUKSI FILM NEGARA, adalah sebagai
DS TD UL 125 i oo o s s o et e e
o th af =} 4 e e e e oty b e e i e e e e e e Tt Sl o
Direktur Utama : Tuan IR. DWI HERIYANTO B., lahir
di Jakarta, pada tanggal 19-12-1966 (sembilan
belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Bumn,

bertempat tinggal di Perum Satwiak Permai Blok

x
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Al/6, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009,

Kelurahan Jati Uhur, FKecamatan Jatiasih, Kota

Bekasi, PemegangKartu  Tanda Penduduk  Nomor:
M I 0 L e e iy
Direktur Produksi : Nyonya SUTJIATI EKA

TJANDRASARI, lahir di Bogor, pada tanggal 20-06-
1967 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus enam
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di APT SudirmanPark
B/43/CG 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009,
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nemors 317407600667 0001 ;oo i i s o sl

Dewan Komisaris :'-————————-——=——=—————————— ———— ——

Komisaris Utama : Tuan FADJAR HUTOMO, lahir di
Surabaya, pada tanggal 28-01-1972 (dua puluh
delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di dukuh kupang GG Lebar 2A/15,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan
Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---—--———————-
3578222801 720001 . mmrore e e T T T e T T T T T T
Komisaris Anggocta : Nyonya ROSARITA NIKEN
WIDIASTUTI, lahir di Sleman, pada tanggal 30-10-
1960 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus enam
puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawail Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Deppen
No.e3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003,
Kelurahan caturtunggal, Kecamatan Depok, Kota
Sleman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3404077010600002 j - ssi s s e s S S e e e
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing masing yang
bersangkutan.Penghadap menyatakan dengan ini

menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai
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tanda pengenal yangdisampaikan kepada saya, Notaris

dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut,
dan selanjutnya penghadap juga  menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini. - ——f——————-—-——-——-
Akta ini diselesaikan pukul 14.30 (empat belas ---
lewat tiga puluh MENIT Waktu Indonesia Barat) .--—-—-
————————————— -DEMIKIANLAH AKTA INI ----—-—-———==—=—-
Dibuat dan dilangsungkan di Wilayah Bnaten, pada
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian
awal akta ini dengan dihadiri oleh: --———----—-———-

1. Tuan ERIZA BANGSAWAN, lahir di Sebarus, pada --

tanggal 12-12-1992, (dua belas Desember seribu -
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga -——-—-
Negara Indonesia, Karyawan, -bertempat tinggal -
-di Kabupaten Liwa, Tanjung Sebarus Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kecamatan Balik
Bukit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1804041212920006; Untuk sementara berada di ---

Kota Cilegon.—-——-———=——————————— - ——

2. Nona NUR HAYATUN ZANAH, lahir di Cilacap, pada

tanggal 11-04-1999 (sebelas April seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Warga
Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di
Kabupaten Cilacap, Gunung Tiga, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bantarmangu,
Kecamatan Cimanggu, pemegang Kartu -Tanda
Penduduk Nomor: 3301135104890004;Untuk sementara

berada di Kota Cilegmn. ————————————————————————

-keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai
gaksi~-8ak8l, ~——r—romresmnorners T s mm T
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
ditanda-tanganilah akta 1ini oleh para penghadap
tersebut, saksi-saksi dan Saya, Notaris. —---—------
-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik

jarinya pada lembaran tersendiri vyang akan
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dilekatkan pada minuta akta ini. --—-—======—=—==
-Dllangsungkan dengan tanpa perubahan. --—-------
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana

mestinya.

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -

Notaris di Kota Cilegon
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~“DWI SUSWANTI, S.H., M.Kn.
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